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Abstrak                : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang 
Bedagai tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; 

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56670); Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-
Kpt/1218/KPUKab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang 
Bedagai Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 
1/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 
145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Bupati dan 
Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 147/PL.02.2-
Kpt/1218/KPUKab/ X/2019 Tentang Penetapan Syarat Jumlah dan 
Persebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; 

 
Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai 
menetapkan tentang : petunjuk teknis pembentukan panitia pemungutan 
suara,Petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok Penyelenggara 
pemungutan suaraDalam pemilihan bupati dan wakil bupati serdang 
bedagai Tahun 2020. 

 
Catatan               : Kuputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan 


